BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dalam kasus tajdid al-nikah karena ragu keabsahan nikah terdahulu
yang terjadi di KUA Sedati penulis memberika dua kesimpulan,
yaitu :

Pertama, alasan pasangan suami isteri ragu keabsahan
pernikahan mereka terdahulu. Keraguan ini adalah dalam masalah
nasab si isteri yang merupakan anak yang dilahirkan dari hasil zina,
dan wali yang menikahkan pada pernikahan terdahulu adalah ayah
biologisnya.

Kedua, argumentasi dan dasar hukum kepala kua sedati
melakukan tajdid al-nikah dan sebagai wali hakim. Adapun
argumentasi dan dasar pemikiran bapak Halim melaksanakan tajdid
al-nikah adalah karena beberapa alasan. Pertama, karena adanya
permintaan dari pasangan suami isteri, sehingga bapak Halim merasa
punya hak untuk memberikan solusi sesuai dengan keyakinannya.
Kedua, untuk menghindari kemafsadatan (keburukan) yakni keraguan
pasangan suami isteri yang menyebabkan mereka tidak tenang.
Ketiga, bapak Halim menganggap pernikahan terdahulu sah karena

sudah sesuai dengan aturan hukum positif dan salah satu pendapat
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dalam hukum Islam mengenai status dari si isteri sehingga ayah
biologisnya adalah ayah nasab yang berhak menikahkan puterinya.

Adapun argumentasi bapak Halim menikahkan pasangan suami
isteri dengan mengatasnamakan wali hakim, pertama, bapak Halim
menganggap pernikahan terdahulu tidak sah  berdasarkan
keyakinannya karena yang menikahkan pada pernikahan terdahulu
adalah wali yang tidak berhak yakni ayah biologis si isteri. Adapun
dasar hukum yang digunakan oleh bapak Halim adalah salah satu
pendapat dalam hukum Islam mengenai penentuan nasab anak yang
lahir dari perkawinan hasil zina. Kedua, bapak Halim merasa punya
hak untuk menjadi wali hakim karena pelaksanaan tajdid al-nikah
dilakukan di wilayah hukumnya, yaitu di KUA Sedati.
Tinjauan Yuridis Terhadap 7ajdid Al-Nikah Karena Ragu Keabsahan
Nikah Terdahulu di KUA Sedati

Dalam hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia,
pernikahan pasangan suami isteri tersebut dikategorikan pernikahan
yang batal dan pernikahan yang seperti itu tidak sah dan harus
dibatalkan.

Jadi, menurut hukum Positif di Indonesia, pelaksanaan tajdid
al-nikah sebagai solusi dari kasus tersebut kurang tepat, karena sudah
jelas pernikahan mereka terdahulu tidak sah (batal) dan harus

dibatalkan.
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Saran

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu lembaga di bawah
Departemen Agama yang sangat urgen dan tidak bisa terlepas dari
masyarakat. Salah satu fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai
penyelenggara urusan pernikahan. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
yang mempunyai hak dan wewenang menjadi penghulu, Pegawai Pencatat
Nikah (PPN), maupun sebagai wali hakim harus berhati-hati dan tidak
ceroboh dalam menjalankan hak dan wewenangnya. Kesalahan yang terjadi
bisa berakibat fatal, baik di dunia maupun kelak di akhirat karena hak dan
wewenang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) berhubungan dengan
keabsahan nikah, masalah nasab dan yang berhubungan dengannya.

Kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati tentang
pelaksanaan fajdid al-nikah merupakan salah satu kecerobohan dari Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan solusi. Seharusnya yang
dilakukan adalah pembatalan nikah tetapi kenyataannya adalah tajdid al-
nikah. hal tersebut karena Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) lebih
menekankan dan berdasar pada hukum Islam.

Dengan adanya kasus tersebut, penulis memberikan saran sebaiknya
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat seharusnya lebih
memandang dari hukum positif yang ada, tidak serta merta mengikuti
keyakinannya dengan hukum Islam, karena hukum positif di Indonesia
merupakan sebuah terobosan yang diadopsi dari hukum Islam, jadi

menerapkan hukum positif juga menerapkan hukum Islam.



